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memberikan gambaran yang nyata mengenai perhitungan PPh pasal 21 di perusahaan,
sehingga diharapkan akan membandingkan peraturan yang ditetapkan pemerintah
dengan praktek yang ada di perusahaan.

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan
teknik observasi dan wawancara serta dokumentasi. Dalam menganalisis data
menggunakan teknik analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa perhitungan pajak
penghasilan yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan perundang —
undangan yang berlaku yaitu Undang — Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak
penghasilan baik dalam melakukan pemotongan maupun tarif yang digunakan.

Pemungutan pajak penghasilan pasal 21 PTPN — IV ( Persero ) Kebun Air
Batu Kisaran - Asahan melakukan pemotongan langsung setiap bulannya terhadap

~ gaji yang diterima oleh pegawai tetap pada perusahaan. Kemudian menyetorkannya
ke kas negara melalui Dirjen Pajak kantor pelayanan pajak.

Perhitungan dan pengecekan kembali pajak penghasilan sebaiknya dilakukan
oleh petugas yang benar — benar ahli dalam masalah perpajakan agar tingkat
kesalahan perhitungan yang terjadi dapat diminimalisasi pada periode — periode
berikutnya. Perusahaan selaku salah satu badan yang ditunjuk pemerintah untuk
memungut PPh pasal 21 agar lebih diperhatikan lagi kelengkapan administrasi

penyetornya seperti alamat penyetornya.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri semakin lama
semakin terasa scbagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan
penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempumaan,
tambahan bahkan perubahan di bidang perpajakan. Perubahan yang paling akhir
di bidang perpajakan adalah dengan dikeluarkannya peraturan — peraturan
perpajakan tahun 2006.

Mengenai PPh sistem perpajakan yang berlaku adalah sebagaimana yang
dikutip dari buku peraturan — peraturan perpajakan tahun 2006 Peraturan
Pemerintah No. 115 tentang pembagian Pajak penghasilan orang pribadi dalam
negeri dan pembagian penghasilan PPh pasal 21 antara pemerintah pusat dan
daerah.

Khusus mengenai PPh Pasal 21 Atas Gaji Dan Upah, honorarium dan
pembayaran lain sejenisnya, sistem perpajakannya adalah Undang — Undang No.
7 / Th 1983, dan telah mengalami perubahan, sehingga sistem perpajakan yang
berlaku adalah Undang ~ Undang No. 17 / Th 2000.

Hutang merupakan suatu ikatan yang terkait karena perjanjian di suatu pihak

sebagai kreditur dan dilain pihak sebagai debitur, sedangkan hutang pajak
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timbulnya bukan karena adanya suatu perjanjian, tetapi karena Undang — Undang
yang pelunasannya dapat dipaksakan.

Pada PPh Pasal 21 atas Gaji, Upah, Hononarium dan pembayaran lain yang
sejenis, yang sebenarnya berhutang pajak atau wajib pajaknya adalah penerima
penghasilan, namun pemerintah menunjuk pemberi penghasilan ( pemberi kerja )
untuk bertanggung jawab atas pelunasan hutang pajak tersebut.

Pemberi penghasilan diwajibkan untuk menghitung, memotong dan
menyetor serta melaporkan pajak atas pembayaran gaji, upah, hononarium serta
pembayaran lainnya yang sejenis tersebut. Pemberi penghasilan ini disebut
sebagai pemotong pajak.

Pada umumnya pemberi kerja yang dimaksudkan adalah perusahaan,
bendaharawan pemerintah, badan dana pensiun, penyelenggaraan ASTEK, dan
yayasan — yayasan.

Dalam hal ini PTPN — IV ( Persero ) Kebun Air Batu Kisaran — Asahan
merupakan perusahaan perkebunan, industri Kelapa Sawit ( CPO ) dan Inti Sawit
( PKO ). Dimana perusahaan bertanggung jawab atas sejumlah pajak yang
dibebankan kepadanya dari karyawan. Pajak tersebut dibayar oleh perusahaan
setiap tahunnya.

Dengan demikian pemberi penghasilan atau perusahaan harus mengetahui
tata cara perhitungan PPh pasal 21 tentang gaji dan upah yang diberikan kepada

pekerjanya, sehingga akan dapat melakukan pemotongan, penyetoran, pelaporan
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BAB II
LANDASAN TEORITIS
A. Pengertian Gaji dan Upah
Dalam perusahaan manufaktur pembayaran kepada karyawan biasanya
dibagi menjadi dua golongan yakni Gaji dan Upah. Pengeluaran Gaji dan
Upah merupakan hal yang penting, karena alasan — alasan sebagai berikut :
a. Karyawan sangat sensitif terhadap kesalahan-kesalahan dalam
penggajian atau terhadap hal — hal yang tidak wajar dan untuk menjaga
suasana kerja yang baik penting dilakukan pembayaran gaji yang tepat
pada waktunya dan dengan dasar yang akurat.
b. Pengeluaran gaji dan upah adalah hal yémg diatur oleh peraturan
daerah dan pemerintah.
¢. Jumlah pengeluaran gaji serta pajak gaji dan upah yang berkaitan
memberikan pengaruh penting terhadap laba bersih untuk kebanyakan
perusahaan
Sering gaji dan upah dianggap mempunyai pengertian yang sama oleh
pemerintah, anggapan ini sering terjadi disebabkan oleh karena gaji dan
upah sama — sama merupakan balas jasa yang diberikan oleh atasan atau
majikan atau jasa yang telah diberikan oleh karyawannya, pada

kenyataannya kedua istilah tersebut ada perbedaannya.
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hakikatnya adalah untuk kepentingan mereka sendiri dalam hidup

bermasyarakat, negara dan pemerintah.

&,
<

Kelemahan system di atas didukung pula dengan permasalahan dan
kelemahan Undang-Undang Pajak yang lama, yang memuat terlalu
banyak peraturan pajak dengan penetapan bermacam-macam tarif yang
cenderung tinggi. Hal ini semakin menimbulkan system pemugutan
pajak, bahkan ada kecenderungan untuk melawan pajak dengan cara
menghindar kewajiban perpajakan. |
% Ragam dan jenis pajak dalam system perpajakan yang lama terlalu
banyak,
s System pemungutan Pajak sangat rumit dan berbelit-belit.
2. Semi Self Assessement System Dan Withoulding System
Semi Self Assesssment adalah suatu system pemungutan pajak dimana
wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang
berada pada kedua belah pihak, yakni Wajib Pajak dan fiskus. Mekanisme
pelaksanaan dalam system ini berdasarkan suatu anggapan bahwa Wajib Pajak
pada awal tahun menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayarkan
pada akhir tahun pajak, besarnya pajak terutang sesungguhnya ditetapkan oleh
fiskus.
Withoulding adalah suatu system pemungutan pajak dimana
wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh seorang berada

pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.
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Keuangan sesuai dengan Ketentuan Pasal 21 ayat ( 2 ) Undang — Undang
Pajak Penghasilan.
Berdasarkan ketentuan Undang — Undang No. 17 Tahun 2000 tentang

Pajak Penghasilan mengemukakan yang tidak termasuk pemotong pajak yang
wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPh Pasal 21
adalah :
a. “Badan perwakilan negara asing.
b. Organisasi Internasional yang dikecualikan sebagai pemotong pajak PPh

Pasal 21 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, sebagai contoh IMF,

"ILO, dan sebagainya **,

D. Tarif Pajak PPh Pasal 21
Pungutan Pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat
diciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan
masyarakat. Dalam penetapan tarif harus mendasarkan pada keadilan.
Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak.
“Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang
( pajak yang harus dibayar ) »4  Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan

dalam persentase.

 Ibid hal.128
14 Ibid hal. 14

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp%-&i&ypi"\’)‘?ﬁsf-%f)m.ﬁﬁﬁ.ac.id]26/8/24



Riana Wijayanti - Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan ....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp%-&i&yp}%?ﬁséﬁf)m.ﬁﬁﬁ.ac.id]26/8/24



Riana Wijayanti - Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan ....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp%-&i&yp}%?ﬁséﬁf)m.ﬁﬁﬁ.ac.id]26/8/24



Riana Wijayanti - Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan ....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp%-&i&yp}%?ﬁséﬁf)m.ﬁﬁﬁ.ac.id]26/8/24



Riana Wijayanti - Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan ....

36

Pajak bahwa kohir atau Surat Ketetapan Pajak ( STP ) merupakan dasar
penagihan pajak.

Setiap Undang-Undang Perpajakan yang mengatur tentang proses kegiatan
penagihan pajak terbatas pada tindakan melakukan atau menyampaikan Surat
Teguran kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi jatuh tempo pembayaran
pajak.

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 ( dua ), yaitu penagihan
pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat
Tégihan pajak atau Surat Ketetapan Pajak ( Surat ketetapan ngak Kurang Bayar
dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ). Penagihan pajak aktif atau
penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun
1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun
2000.

Penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PPSP
adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan
biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, menyusul
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual

barang-barang yang telah di sita.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp%-&i&ypi"\’)‘?ﬁsf-%f)m.ﬁﬁﬁ.ac.id]26/8/24—



Riana Wijayanti - Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan ....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp%-&i&yp}%?ﬁséﬁf)m.ﬁﬁﬁ.ac.id]26/8/24



Riana Wijayanti - Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan ....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanp%-&i&yp}%?ﬁséﬁf)m.ﬁﬁﬁ.ac.id]26/8/24



Riana Wijayanti - Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan ....

39

penagihan pajak dihitung sejak tanggal Surat Permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran utang pajak diterima.
e Adanya permohonan keberatan, untuk ini kadaluwarsa penagihan
pajak dihitung sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan diterima.
Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang
pajaknya. Untuk ini kadaluwarsa penagihan pajak dihitung scjak tanggal
pembayaran sebagian utang pajak tersebut.
F. Perhitungan PPh Pasal 21
Cara perhitungan PPh Pasal 21 pada prinsipnya sama dengan
perhitungan pajak penghasilan pada umumnya, namun dalam menghitung
PPh Pasal 21 bagi penerima — penerima penghasilan tertentu sebagai wajib
pajak dalam negeri selain pengurangan PTKP juga diberikan pengurangan —
pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran
pensiun. Secara rinci akan diurakan dibawah ini:
Cara penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Tetap
adalah sebagai berikut :
a. Untuk menentukan besarnya penghasilan netto pegawai tetap, penghasilan
netto dikurangi dengan :
1. Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan yang besarnya 5 % dari penghasilan bruto,

setinggi - tingginya Rp 1.296.000,- setahun atau Rp 108.000,- sebulan.
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3. Stasiun Timbangan ( Thereshing Station ).

Pada proses ini dilakukan pelepasan buah dari tandan setelah
perebusan yang dilakukan mesin perontok buah. Mesin ini berupa silinder
berbentuk duri dari baja berkisar berjarak 40 mm. Untuk meloloskan buah
yang terlepas. Tandan akan terbentur ke dinding, pada suatu ketinggian
tertentu schingga buah terlepas dari tandan. Tandan dimasukkan dari atas
dan arena letaknya miring tandan akan kembali terpental ke atas dan
terjatuh ke bawah. Tandan sudah sempurha kosong diambil dan yang
belum kosong dipisahkan dan dibawa kembali melalui conveyer untuk
direbus ulang. Tandan kosong melalui conveyer dibawa ke tempat
penampungan sementara untuk dibawa ke lapangan sebagai mulsa /
pupuk.

4. Stasiun Pesan ( Pressing Station ).

Di sini buah akan dilumatkan untuk melepaskan daging buah dari
biji melalui proses pemanasan. Digester berupa bejana yang dilengkapi
pisau pengaduk, buah yang lepas dari tandan pada proses terlebih dahulu,
daging buahnya akan dilumatkan guna memecahkan jaringan sel
minyaknya. Untuk pemanasan dipakai uap panas, untuk mencapai
temperatur tersebut diperlukan 30 menit. Tempat yang masuk di jaga agar
seimbang dengan yang keluar. Masa minyak yang berbentuk bubur
diperoleh dari tangki kemudian di kempa atau di press agar minyak

terpisah dari ampasnya, alat yang dipakai adalah Srew Presas yang
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menghasilkan tekanan oleh kerja dua aliran yang berputar berlawanan
arah. Tekanan sangat menentukan keberhasilan proses ini, tekanan yang
sesuai harus dapat menghasilkan atau memisahkan minyak yang tinggi
dari ampas dan sedikit mungkin biji pecah. Waktu pengembangan 6 — 10
menit dan suhu 85° - 90° C. Minyak kasar yang keluar ditampung pada
tempat tertentu melalui saringan getar untuk memisahkan serabut biji.

5. Stasiun Pemurnian Minyak ( Clarification Station ).

Minyak yané masih tercampur serat dan kotoran - kotoran
ditampung pada bak pengendap. Bak pengendap disebut sebagai Siklop
Pasir dan minyak yang terdapat di bagian atas disalurkan ke ayakan getar
20 mesh. Sekali lagi kotoran dan serat akan tersaring di sini, kotoran
dialirkan melalui Fruit Ceveyer kembali ke Digeaster dan minyak yang
telah tersaring dialirkan ke tangki kasar. Agar mudah dipompakan ke
Dekander maka minyak padat pada tangki tersebut dipanaskan dengan uap
panas.

6. Stasiun Pengelolaan biji ( Nut Cracking Station ).

Ampas kempaan merupakan campuran serat dan biji dibawa
dengan Coke Breaker Deveyer ke Devericarter. CBC dilapisi jaket
pemanas uap selama perjalanannya akan meghisap air sehingga sampai ke
Devericarter kadar air sudah lebih rendah. Kertas penghisap serat dan
sampah halus pada Devericarter akan memisahkan biji. Serat dan sampah

akan dikeluarkan melalui Fiber Cyclon dan seterusnya dipakai sebagai
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Dari ketiga system di atas yang telah di tetapkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak, PTPN IV ( Persero ) Kebun Air Batu Kisaran — Asahan melakukan system
pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan Official Assessment System,
dimana system ini memfokuskan kepada fiskus sebagai wewenang pemungutan
pajak. Begitupun pada PTPN IV ( Persero ) Kebun Air Batu Kisaran — Asahan,
yang melakukan penentuan besarnya utang pajak orang pribadi ataupun badan itu
adalah seorang fiskus, yang bertugas sebagai fiskus adalah Bagian Petugas Daftar
Upah. |

Setelah ditentukan berapa bes_ar masing-masing utang pajak orang pribadi
ataupun badan, barulah fiskus melakukan pemotongan sesuai dengan jumlah
utang pajak, dan fiskus melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Perhitungan,
yang semuanya dihitung pada akhir tahun, sehingga timbulnya Hutang Pajak yang
pelaporannya setiap tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pada Official Assessment System ini, wajib pajak bersifat pasif dan
menunggu ketetapan si fiskus mengenai besar hutang pajaknya. Namun semuanya

telah di selesaikan oleh fiskus sendiri.

C. Tarif Pajak PPh Pasal 21
Dalam menjalankan usahanya, PTPN IV ( Persero ) Kebun Air Batu
Kisaran — Asahan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap

perusahaan yang menerima gaji dan upah dari perusahaan. Dari gaji tetap yang
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E. Perhitungan PPh Pasal 21

Dalam menjalankan usahanya PTPN IV ( Persero ) Kebun Air Batu
Kisaran — Asahan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap
perusahaan yang menerima gaji dari perusahaan. Dari gaji tetap ini karyawan
dikenakan tarif pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan Undang — Undang
Perpajakan yang berlaku yaitu Undang — Undang No.17 tahun 2000 tentang pajak
penghasilan.

Adapun cara perhitungan PPh Pasal 21 pada PTPN IV ( Persero ) Kebun
Air Batu Kisaran — Asahan sama dengan cara perhitungan pajak pada umumnya,
namun dalam menghitung PPh pasal 21 bagi karyawan scbagai wajib pajak dalam
negeri selain pengurangan PTKP juga diberikan pengurangan — pengurangan
penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun dan iuran pensiun atau iuran
tunjangan hari tua / jaminan hari tua.

Dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan upah
karyawan, PTPN IV ( Persero ) Kebun Air Batu Kisaran — Asahan menghitung
penghasilan bruto dengan menambahkan poin — poin berikut ini :

1. Gaji/ pensiun / tunjangan hari tua / jaminan hari tua
2. Tunjangan PPh

3. Tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya

4. Hononarium dan imbalan lain sejenisnya

5. Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
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6. Penerimaan dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya yang dikenakan
pemotongan pajak penghasilan pasal 21

7. Tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR

Setelah diketahui penghasilan bruto karyawan maka akan dikurangkan
dengan biaya — biaya jabatan / biaya pensiun dan iuran pensiun atau iuran THT /
JHT, yang kemudian akan diketahui penghasilan netto. Penghasilan netto ini akan
dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak, baik untuk wajib pajak pribadi,
apabila kawin ataupun tanggungannya. Hasil dari pengurangan terhadap
penghasilan tidak kena pajak ini akan diketahui penghasilan kena pajaknya
setahun yang akan dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku sehingga diketahui
pajak penghasilan pasal 21 atas gaji dan upah karyawan.

Perusahaan akan melakukan penghitungan kembali jumlah pajak
penghasilan pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiunan
bulanan setelah tahun takwim berakhir. Adapun contoh dari perhitungan pajak
penghasilan pasal 21 atas gaji dan upah yang sesuai dengan Undang — Undang
Perpajakan secara umum adalah :

Ningsih karyawan golongan II C/3 Status kawin dan sudah mempunyai
2 orang anak, penghasilannya sudah melebihi PTKP, perhitungan PPh Pasal 21

atas gaji Ningsih adalah sebagai berikut :

< Gaji sebulan Rp 1.137.434,-
#+ Tunjangan khusus Rp 284.359,-
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Apabila kita membicarakan mengenai akuntansi pajak penghasilan Pasal 21,
maka tidak akan terlepas dari peraturan ~ peraturan yang memuat hal tersebut.
Dalam Akuntansi terdapat pedoman yang menjadi standart baik itu penggolongan
atau pencatatan aktiva, biaya, pendapatan dan lain — lain. Sedangkan dalam
penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang menjadi pedoman
penghitungannya adalah Undang — Undang Perpajakan No. 17 Tahun 2000
tentang pajak penghasilan

Pada PTPN — IV ( Persero ) Kebun Air Batu Kisaran — Asahan pencatatan
pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 | pada saat pembayaran gaji menggunakan
jurnal :

Beban Pajak atas gaji dan upah XX
Hutang pajak gaji dan upah XX

Dalam hal pencatatan pajak penghasilan Pasal 21 saat disetor berdasarkan
bukti jurnal dari kas bank keluar untuk pembayaran pemungutan pajak
penghasilan Pasal 21 pegawai tetap dan honorer dengan menggunakan jurnal :

PPh Pasal 21 disetor XX
Kas XX

Apabila dalam suatu masa takwim pajak terdapat pajak kurang bayar, maka
pajak kurang bayar ini akan di kompensasikan ke pembayaran bulan berikutnya.
Jumlah kekurangan pajak terutang ditambah dengan bunga sebesar 2% sebulan

( maksimum 24 bulan ) dihitung sejak saat perhitungan pajak atau berakhirnya
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BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan pembahasan pada bab terdahulu, maka penulis akan
mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan dan mengajukan saran-saran dalam
batas kemampuan penulis, schubungan dengan uraian yang telah dikemukakan pada
bab-bab terdahulu dan digabungkan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian
terdahulu. |
A. Kesimpulan

1. Pemberian gaji, tunjangan serta fasilitas-fasilitas lainnya telah memberikan
motivasi kepada karyawan schingga mereka lebih berkonsentrasi dalam
pelaksanaan kerja, yang akhimya menghasilkan produktifitas karyawan.

2. Perhitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan perusahaan sudah sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang
No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan baik dalam melakukan
pemotongan maupun tarif yang digunakan.

3. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 PTPN IV ( Persero ) Kebun Air Batu
Kisaran-Asahan melakukan pemotongan langsung setiap bulannya terhadap
gaji yang diterima oleh pegawai tetap pada perusahaan. Kemudian

menyetorkannya ke Kas Negara melalui Dirjen Pajak Kantor Pelayanan Pajak.

81 .
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